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ABSTRAK

Fitri Yani, 14.2200.058. Analisis Pembiayaan Arrum Haji berdasarkan Fatwa
DSN MUI Nomor 92 Tahun 2014 (Studi Pegadaian Syariah Cabang Pangkajene).
(Dibimbing oleh H.Rahman Ambo Masse dan Hj. Sunuwati)

Pegadaian Syariah merupakan perusahaan BUMN milik Perum Pegadaian
yang telah berkembang dan cukup diminati di kalangan masyarakat sebagai salah
satu Lembaga Keuangan Syariah..Pembiayaan Arrum Haji merupakan produk
pembiayaan dari Pegadaian Syariah yang ada sejak tahun 2016. Pembiayaan ini
sebagai pembiayaan 25 juta rupiah untuk pendaftaran porsi haji dengan sistem
gadai emas sebagai salah satu jaminannya. Dalam menjalankan pembiayaannya
merujuk kepada Fatwa DSN MUI Nomor 92 tentang Pembiayaan disertai Rahn.
Pembiayan ini berbeda dengan yang ada pada Lembaga Keuangan Syariah lainnya
yang telah.ditutup.sejak-tahun,2014 yaitu talangan-haji.dengan.merujuk kepada
Fatwa DSN MUI Nomor 29 Tahun 2002 .

Studi Int bertujuan untuk“mengetahui kesesuaian mekanisme, akad, dan
ketentuan antara pembiayaan Arrum Haji dengan Fatwa DSN MUI No.92 Tahun
2014. Jenis penelitian yang digunakan adalah kualitatif deskriftif.Peneliti
menggunakan pendekatan ini karena beberapa pertimbangan yaitu pertama,
menyesuaikan metode kualitatif lebih mudah apabila berhadapan dengan
kenyataan-kenyataan.Kedua, metode ini menyajikan secara langsung hakikat
hubungan antara peneliti dan responden.Dan ketiga, metode ini lebih peka dan
lebih dapat menyesuaikan diri dengan banyak penajaman pengaruh bersama dan
terhadap pola-pola nilai dihadapi.Penelitian dengan pendekatan Ini hanya
menggambarkan tentang keadaan yang terjadi di lapangan atau di lokasi
penelitian. Disamping itu, .sebagai karya ilmiah. tidak terlepas mengadakan
penelitian kepustakaan dengan cara melalui buku yang relevan dengan masalah
yang diangkat

Adapun hasil dari penelitian 'ini’ adalah pembiayaan Arrum Haji secara
umum memenuhi ketentuan Fatwa DSN MUI" Nomor 92 Tahun 2014. Namun
pada Pembiayaan Arrum Haji juga tidak diatur mengenai perpanjangan waktu,
sehingga apabila tiga kali /oerturut = turut .nasabah: tidak membayar cicilan
pembiayaan Arrum_Haji-maka Secara otomatis sesual dengan_persetujuan pada
saat akad dilakukan pencabutan porsi haji. Pada akad juga tidak di jelaskan secara
detail mengenai hak dan kewajiban antara nasabah dan pihak pegadaian syariah.
Sedangkan menurut penulis apabila dratur tentang perpanjangan waktu akan lebih
flexibel. Perpanjangan waktu diatur juga dalam Fatwa DSN MUI NO. 92 Tahun
2014. Pembiayaan ini juga menjadi salah satu factor bertambah panjangnya
antrian haji karena dengan adanya pembiayaan ini sangat mempermudah
masyarakat untuk mendaftarkan dirinya. Dengan jaminan emas seberam 3,5gram
atau setara dengan 2juta rupiah masyarakat sudah bisa mendapatkan pinjaman
penbiayaan ini.

Kata kunci: Pembiayaan Arrum Haji, Analisis Arrum Haji, Fatwa DSN MUI No.
92 tahun 2014
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BAB |
PENDAHULUAN

1.1. Latar Belakang

Ibadah haji termasuk ibadah yang membutuhkan biaya relatif tinggi,

setidaknya untuk muslim Indon untuk saat ini harta senilai tiga

puluh limajuta harus di ibadah haji. Dana yang

sebesar itu tentu bu ah yang sedikit, s ak semua orang bisa

ah Suci semakin muda
an  fasilitas kemudahan
mempe i K i ini AN secara

legal fo

menjala

produk

syariah g aran dan
pembia minimal
15gramlogam mulia atau kurang lebih"20 gram emas perhiasan sebagai jaminan
pokok calon nasabah plus bukti SA BPIH SPPH dan buku tabungan haji sebagai
jaminan tambahan.

Nasabah juga diminta membuka rekeing tabungan haji dengan setoran Rp
500 ribu. Rekening ini akan diisi uang pijaman sebesar 25 juta dalam bentuk
tabungan haji daripegadaian syariah kepada nasabah. Adapun angsuran yang

dilakukan nasabah setiap bulannya adalah setoran pengembalian pinjaman sebesar

OF STATE OF ISLAMIC INSTITUTE PAREPARE



25 juta, serta angsuran biaya sewa tempat untuk penjagaan dan pemeliharaan
barang jaminan nasabah selama nasabah belum melakukan pelunasan.
Pengembalian pinjaman sebesar 25 juta dapat diangsur selama 12, 18, 24,

atau 36s bulan. Biaya pemeliharaan barang jaminan(mu’nah) perbulan lebih

rendah dari 0,95% x nilai taksiran j Biaya pemeliharaan ini akan dibayar

nominal rupiahnya di setia

kontra.
orang

menghambat ataupun mengulurkan waktu bagi orang-orang yang secara finansial
sudah mampu untuk melakukan ibadah haji. Terlebih lagi pada saat ini pihak

perbankan syariah juga telah menyediakan produk tabungan haji. Akan tetapi sisi

'pegadaian,  http:/pegadaiansyariah.co.id/mudahnya-tabungan-haji-di-pegadaian-detail-
8372 (di akses pada tanggal 7 September 2019)

Marhani, “analisis hukum islam terhadap sistem gadai di PT. pegadaian (persero) unit
pelayanan syariah (UPS) jampue kabupaten pinrang” (skripsi sarjana; jurusan syariah dan ekonomi
islam: parepare, 2017), h. 38
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positif dengan adanya pembiayaan Arrum Haji ini tentunya bisa membantu orang-
orang yang tidak mampu untuk bisa mewujudkan impiannya pergi ketanah suci,
karena sebagian orang akan lebih disiplin dan tertib jika menggunakan produk
pembiayaan ataupun berhutang dibandingkan dengan cara menabung.®

Pro dan kontra yang muncul di kalangan masyarakat ialah, Sebagian
orang menganggap produk-talangan haji perbankan syariah merupakan produk
yang bermanfaat dan solusi tepat bagi masyarakat yang mengalami kesulitan dana
untuk mendaftar atau mendapatkan porsi haji. Sebagian lain menganggap bahwa
produk talangan haji perbankan syariah harus dihapuskan, karena produk tersebut
tidak sah dan memiliki dampak buruk bagi masyarakat salah satunya yakni
masyarakat berbondong-bondong mendaftar haji tanpa berfikir panjang. Di
samping itu mensyaratkan jasa pengurusan haji dengan pemberian dana talangan
haji, atau sebaliknya mensyaratkan pemberian dana talangan dengan meminta jasa
pengurusan haji. Sementara, Bank Indonesia (Bl) menegaskan bahwa penggunaan
dana talangan haji dari perbankan. diperbolehkan, dengan catatan sebelum
berangkat calon jamaah haji sudahmelunasi pinjamannya.*

Banyaknya kontra terhadap pembiayaan haji, membuat pembiayaan haji
ditelaah kembali apakah sudah. sesuai syariat/atau-belum.Menteri Agama Lukman
Hakim Saifuddin memastikan dana talangan penyelenggaraan ibadah haji sudah
dihentikan karena tidak sesuai dengan-syariat Islam."Tidak ada lagi dana talangan.
Jadi kami sudah mewanti-wanti betul kepada penerima setoran untuk tidak
menerima pelayanan dana talangan. Karena secara syar'i bertentangan,” ujar

Menteri Agama saat rapat kerja dengan Komisi VIII di Jakarta, Selasa

M Ikhwan Saputra, “Analisis Pembiayaan Pada Produk Arrum Haji di Pegadaian Syariah
Kantor Cabang Banda Aceh”, (skripsi sarjana; fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam: Banda Aceh,
2018), h.7

*Wuryaningsih Dwi Lestari, Pembiayaan Haji Pada Lembaga Keuangan Syariah (Jurnal
Studi Islam, Vol. XII No. 2, 2017), h. 142.



(27/1).Ketua Komisi VIII DPR RI Saleh Partaonan Daulay setuju bahwa
penghentian dana talangan haji juga untuk mengantisipasi panjangnya antrian
calon jamaah haji. Menurutnya, dana talangan haji justru menyebabkan antrian

calon jamaah haji terlihat menjadi panjang.”

Acuan yang digunakan ole ian Syariah pada produk Arrum Haji

merujuk kepada Fatwa DSI 2014 tentang Pembiyaan yang
disertai Rahn (al-Ta

dengan gadai

(ujrah) tidak tunai,
an akad amanah untuk
akad — akad yang digun arah, dan

gardh.C dala atan gadai emas, Pegadaian kan akad

n sewa - men gai akad gade

akad untuk ‘m nf atas sewa

dalam pem J ambahkan a

mengambil peluang dengan meluncurkan produk pembiayaan yaitu Arrum
Haji."Latar belakang kenapa ada Arrum Haji ini karena ini menjadi sebuah

peluang untuk menjadikan transaksi gadai emas bisa menjadi lahan untuk

5Republika, http://www.republika.co.id (diakses pada tanggal 12 juli 2018)

®Habib Wakidatul Ihtiar, “Analisis Fatwa Dewan Syariah Nasional Nomor: 92/DSN-
MUI/IV/2014 Tentang Pembiayaan Yang Disertai Rahn”, An-Nisbah (Vol. 03, 1, Oktober 2016),
h. 33
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membantu masyarakat untuk mewujudkan niatnya beribadah haji*, ujar Kuntaji,
Asisten Manajer Penjualan Pegadaian Syariah area Yogyakarta kepada
Tribunjogja.com, Selasa(6/3/2018).”

Berdasarkan uraian diatas, maka penulis merasa tertarik untuk unntuk

melakukan penelitian lebih mend kemudian mengkaji permasalahan

tersebut yang selanjutnya lam bentuk skripsi dengan

judul: “Analisis Pe asarkan Fatwa DSN

um Haji
masalah

e Pembiayaan Arrum

1.2.2. ana an ketetapan pembiaya

den atwa DSN MUI Nomor 92 Tah

pembiayaan Arru

ara garis
sebagai

Syariah

1.3.2. Untuk mengetahui apakah pembiayaan Arrum Haji di Pegadaian
Syariahtelah sesuai dengan Fatwa DSN terkait.

1.3.3.  Untuk mengetahui apakah pembiayaan Arrum Haji di Pegadaian Syariah

tetap berdampak pada bertambah panjangnya antrean haji.

" Tribun News, http:/jogja.tribunnews.com (diakses pada tanggal 12 juli 2018)
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1.4. Manfaat Penelitian
Adapun manfaat yang dapat diperoleh dalam penelitian yaitu:

1.4.1. Secara teoritis, diharapkan penelitian ini dapat memberikan pengetahuan
bagi penulis dan masyarakat luas tentang mekanisme dan akad arum haji
di pegadaian syariah.

1.4.2. Secara praktis, sebagai mas dan sumber reverensi terutama bagi

nasabah dan calon ntu agar keinginannya untuk

berhaji dapat te ari produk arum haji.

PAREPARE
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BAB Il

Tinjauan Pustaka

2.1. Tinjauan Penelitian Terdahulu

Penelitian yang berkaitan dengan pe n yang peneliti kaji adalah

Penelitian Risno yan um Ekonomi Islam terhadap

Gadai Syariah Peru ng”.® Hasil penelitian

Kasus Pegadaian Sy
Sidoarjo). Penelitian ini

ur d

ngajukan pembiayaan
iah i engaruh pada keputusan pa besar
dur pembiay
nelitian yang
sioner atau ang syariah
cabang i i i j bulasinya
dalah uji

hipotesis

dengan bantuan SPSS16,00 for windows

®Risno, “tinjauan hukum islam terhadap gadai syariah perum pegadaian syariah cabang
pinrang” (skripsi sarjana; jurusan syariah dan ekonomi islam: parepare, 2013), h. ix

9Jauhariayahtuzzuhdiyah, “pengaruh prosedur pembiayaan arum haji terhadap keputusan
nasabah dalam menggunakan jasa pegadaian syariah (study kasus pegadaian syariah cabang
bluaran dan pegadaian syarian cabang sidoarjo” (skripsi sarjana; fakultas ekonomi dan bisnis
islam: Surabaya, 2018)

OF STATE OF ISLAMIC INSTITUTE PAREPARE



Penelitian ini terkokus pada apakah prosedur dalam mengajukan
pembiayaan pada produk ar-rum haji di pegadaian syariah ini berpengaruh pada
keputusan nasabah dan seberapa besar pengaruh prosedur pembiayaan tersebut,

sedangkan penulis sendiri terbih mengarah kepada analisa pembiayaan arum haji

berdasarkan fatwa DSN MUI.
Penelitian selanjut putra dengan judul Analisis

Pembiayaan Pada Proc ji di la Kator Cabang Banda

pengaplikasian produk

arum hg

syariah

peulis berdasarkan fatwa.

2.2.Tin

gunakan suatu bangu etis  atau

adi garis besar teori dalam

teliti atau u

lahan peneli

umnya. Adapun tinj ang digunakan dala

tanah suci atau ka’bahbaitullah untuk' melakukan amal ibadah tertentu sesuai

dengan syarat, rukun, dan waktu yang telah ditentukan."*

M. Ikhwan Saputra, ’Analisis Pembiayaan Pada Produk Arrum Haji di Pegadaian
Syariah Cabang Banda Aceh” (skripsi sarjana; fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam: Banda Aceh,
2018), h. XV

1KH. Muhammad Sholikhin, Keajaiban Haji dan Umrah (Jakarta : Erlangga, 2013), h. 2-
3
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2.2.1.1. Pengertian Ibadah Haji
Arti kata “haji” secara lughawi (bahasa) adalah berziarah, berkunjung, atau
berwisata suci. Mekkah adalah kota terbaik untuk diziarahi, yakni dengan Haji.

Mekkah adalah kota terbaik di muka bumi dan kota yang paling dicintai Nabi

Muhammad SAW. Ibn Manzhur d an Al — Arab menyebutkan bahwa
“hajji” secara bahasaa berarti ngguna kata ini menjadi lebih

khusus untuk setiap f juar ah guna melaksanakan

afi’i, bulan — bulan haj lga’dah,
n Dzulhijjah.Sedang te
Muzdalifah yang semua A asan Al

isebut Al — Masy'ar Al- ‘ dengan

wukuf di

ina, dan

kan orang

tersebut wajib melaksanakan ibadah haji. Hal-hal yang termasuk syarat haji:
Pertama, Beragama Islam, Kedua baligh, Ketiga Sehat jasmani/rohani, Keempat

Merdeka, Kelima ampu
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2.2.1.3.Rukun-rukun Ibadah Haji
2.2.1.3.1. lhram : niat mengerjakan ibadah haji
2.2.1.3.2. Wuquf : berdiam diri di Padang Arafah, dimulai pada tanggal 9

Dzulhijjah saat tergelincirnya matahari sampai terbitnya matahari pada

tanggal 10 Dzulhijjah .

2.2.1.3.3. Tawaf : berpu ebanyak tujuh kali putaran.

1akhiri di Ha dimana posisi Ka’bah

ri jamaah haji yang kan tawaf, kemudian

iantara b

rbolehkannya atau dib

an ibadah haji dari ha

tandai dengan memotong a gian atau

a helai ra

ruh rambut,
empuan.’?

2.2.1.4. ukum Ibada

Q.S. Al : 3/97 &PAREPA‘RE

Terjemahnya:
Mengerjakan haji adalah kewajiban manusia terhadap Allah, yaitu (bagi)
orang yang sanggup mengadakan perjalanan ke Baitullah.Barangsiapa
mengingkari (kewajiban haji), maka sesungguhnya Allah Maha Kaya (tidak
memerlukan sesuatu) dari semesta alam.™

2Mubarak bin mahfudh bamuallim, Meeladani Manasik Haji dan Umrah Rasulullahl
(Jakarta: Pustaka imam asy-syafi’l, 2007), h. 132

BDepartemen Agama RI, Al-Qur’an dan Terjemahnya (Jakarta: Pustaka Al-Mubin,
2013), h. 62
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Rasulullah SAW, bersabda Islam dibangun di atas lima perkara: bersaksi
tidak ada sesembahan yang berhak disembah selain Allah dan mengaku
Muhammad adalah utusan-Nya, mendirikan shalat, menunaikan zakat, berhaji dan
berpuasa di bulan Ramadhan. ”(HR. Bukhari no.8dan Muslim no. 61).
2.2.2.Pembiayaan
2.2.2.1. Pegertian Pembiayaan

Pembiayaan adalah penyediaan uang atau tagihan yang dipersamakan
dengan itu, berdasarkan persetujuan atau kesepakatan antara Bank dengan pihak
lain yang mewajibkan pihak yang dibiayai untuk mengembalikan uang atau
tagihan tersebut setelah jangka waktu tertentu dengan imbalan atau bagi hasil.

Menurut Rivai dan Arifin, pembiayaan atau financing adalah pendanaan
yang diberikan oleh suatu pihak kepada pihak lain untuk mendukung investasi
yang telah direncanakan, baik dilakukan sendiri maupun lembaga. Dengan kata
lain, pembiayaan adalah pendanaan yang dikeluarkan untuk mendukung investasi
yang telah direncankan.**

Dari dua pengertian di atas secara sederhana pembiayaan dapat diartikan
sebagai penyediaan dana dari lembaga kepihak lain yang membutuhkan dana yang
mempunyai jangka waktu tertentu dalam pengembaliannya disertai pembayaran
sejumlah imbalan atau bagi hasil.
2.2.2.2. Fugsi pembiayaan

Keberadaan bank syariah yang menjalankan pembiayaan dengan prinsip
syariah bukan hanya untuk mencari keuntungan dan meramaikan bisnis perbankan
di Indonesia, tetapi juga menciptakan lingkungan bisnis yang aman, diantaranya :
a. Memberikan pembiayaan dengan prinsip syariah yang menerapkan sistem

bagi hasil yang tidak memberatkan debitur.

“Ismail, perbankan syariah (Jakarta: prenadamedia group, 2014), h. 105
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b. Membantu kaum dhuafa yang tidak tersentuh oleh bank konvesional karena
tidak mampu memenuhi persyaratan yang ditetapkan oleh bank konvensional
c. Membantu masyarakat ekonomi lemah yang selalu dimainkan oleh rentenir

dengan membantu pendanaan unuk usaha yang dilakukan.*

2.2.2.3. Jenis-jenis pembiayaan

Pembiayaan dilihat dari

baru maupun proyek
investasi umumnya di

menengah.

b. Pe dilihat dari

C. dilihat dari
d. Pe dilihat deAIRE PA R E
2.2.3.P "

2.2.3.1.1. Pengertian Rhan

Gadai dalam bahasa arab disebut dengan rahn. Secara etimologi berati
tetap, kekal, dan jaminan. Gadai istilah hukum positif di indonesia adalah apa

yang disebut barang jaminan, agunan, rungguhan, cagar atau cagaran, dan

®Djawahir Hejazziey, Perbankan Syariah dalam teori dan praktik (Yogyakarta :
Deepublish, 2014), h. 142
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tanggungan. Gadai merupakan perjanjian penyerahan barang untuk menjadi
agunan dari fasilitas pembiayaan yang diberikan.Dalam terminologinya gadai
mempunyai banyak pengertian dan pemaknaan. Dalam kitab undang-undang

hukum perdata, gadai diartikan sebagai suatu hak yang di peroleh kreditor (si

berpiutang) atas suatu barang berge ng diserahkan kepadanya oleh debitur

(si berhutang), atau oleh s anya, dan yang memberikan
kekuasaan pada kredi dari barang tersebut

secara didahulukan de

ada han salah satu harta mil pinjaman

yang di ng di tahan tersebut me 5.Dengan

ya.B

k ya nahan memperoleh jamina : engambil

h atau seba sederhana o ijelaskan

bahwa alah semaca mi au ai.

pat di jual s jaminan

adalah jamin

elak nantPaAan EJP nln'rEbayar hu

hutang, ka yang
hutang

edangkan

menurut syari’at islam gadai berati menjadikan barang yang memiliki nilai
menurut syari’at sebagai jaminan hutang, hingga orang tersebut dibolehkan
mengambil hutang atau mengambil sebagian manfaat barang tersebut.'®

Adapun Dasar hukum rahn ialah menggadai barang boleh hukumnya baik

di dalam hadlar (kampung) maupun didalam safar (perjalanan). Hukum ini di

®Moh Rifa’l, Konsep Perbankan Syari’ah, (Semarang: CV. Wicaksana, 2002), h. 89
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sepakati oleh umum mujtahidin.Jaminan itu tidak sah kecuali dengan ijab dan
gabul. Dan tidak harus dengan serah terima jika keduanya sepakat bahwa barang
jaminan itu berada di tangan yang berpiutang (pemegang surat hipotik) maka

hukumnya boleh. Dan jika keduanya sepakat barang jaminan itu berada di tangan

seorang adil, maka hukumnya ju Dan jika keduanya masing-masing
menguasai sendiri maka haki da orang yang adil. Semua

barang (benda) yang

orang yang
kerjakan™

Jadi hubungan ayat ini dengan judul yang penulis teliti adalah tentang di

bolehkannya rhan atau gadai. Penjelasan dari ayat diatas yaitu dibolehkan

Y Teuku Muhammad Hasby Shiddieqy, ”Hukum-Hukum Figih Islam” (Semarang: PT.
Pustaka Rizki Putra, 1997), h.362

¥Departemen Agama, Al-qur’an dan Terjemahan (Jakarta: Pustaka Al-Mubin, 2001), h.
49
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bermuamalah tidak secara tunai dengan menggadaikan barang sebagai
jaminannya dengan bantuan juru tulis dan ada saksi.
Adapun hadist yang memperbolehkan rhan yaitu:
& 13 s e 4 5 6 JBaie ) pum ;35506 (o (23
s e 5 Gsh (x5, G5h 50 4ty L85 kel

: 13.33’\;\33)

urairah ra. Rasulullah
a punggungnya bole

a ia telah mengeluark
sunya yang deras bol
ia telah mengeluarka
a ia harus mengeluarkan

rukun dan syarat gz

arus dipenuhi untu

un rahanABiEM B(E (rahin),

2.2.3.1.4. Adapun Syarat rahn:

2.2.3.1.4.1. Akid (rahin dan murtahin)
Pihak pihak yang melakukan perjanjian rahn, yakni rahin dan
murtahin, harus mempunyai kemampuan, Vyaitu berakal sehat.

Kemampuan juga berarti kelayakan seseorang untuk melakukan jual

YDepartemen Pendidikan Nasional, Kamus Besar Bahasa Indonesia, (Jakarta: balai
pustaka, 2002)
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beli, maka ia juga sah melakukan rahn, karena gadai seperti jual beli
yang merupakan pengelola harta.
2.2.3.1.4.2. Shighat (akad)

Tidak boleh terikat dengan syarat tertentu dan juga dengan waktu

dimasa mendatang. Rahn punyai sisi pelepasan dan pemberian

goa tidak boleh diikat dengan

. Harus dikuantifikasi
t diukur atau dikuantifik
2.2.3.1.
ma Syafi’iyah, gadai bisa s inya tiga

g, karena dak bisa

2.2.3.1.5. Implementasi Rhan di pegadaian syariah.

Rahn yang diimplementasikan di pegadaian syariah bukanlah rahn yang
bersifat mandiri, melainkan rahn yang dikonvergensikan dengan akad lain,
terutama dengan akad gardh dan ijarah. Sebenarnya, akad pokok yang digunakan

dalam pegadaian syariah adalah akad gardh. Hanya saja, kalau akad gardh ini

2Harun, “F; igh Muamalah” (Surakarta: muhammadiyah university press, 2017), h. 134-
137
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diimplementasikan secara mandiri, maka tidak ada keuntungan bagi perusahaan
pegadaian syariah. Oleh karena itu, akad gardh ini kemudian dilengkapi dengan
akad ijarah dan rahn. Dengan akad ijarah, maka perusahaan pegadaian syariah

berhak mendapatkan fee dengan menempatkan marhun sebagai ma jur pada

fasilitas yang disediakan oleh pegadai

Hal lain yang bisa.c lisme Kkerja antara pegadaian

nasabah

anaksiran

Pada dasarnya, ijarah didefinisikan sebagai hak untuk memanfaatkan
barang / jasa dengan membayar imbalan tertentu.Menurut Fatwa DSN, ijarah
adalah akad pemindahan hak guna (manfaat) atas suatu barang atau jasa dalam
waktu tertentu melalui pembayaran sewa / upah, tanpa diikuti dengan pemindahan

kepemilikkan barang itu sendiri.Dengan demikian, dalam akad ijarah tidak ada

*vadi Janwari, Lembaga Keuangan Syariah (Bandung : Remaja Rosdakarya , 2015),
h.108
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perubahan pemilikan, tetapi hanya perpindahan hak guna saja dari yang

menyewakan kepada penyewa.?
2.2.3.2.2. Dasar Hukum ljarah

Akad ijarah diperbolehkan ra’ dengan berbagai dalil Al-Qur’an

ataupun Hadits nabi SAW. > ulama’. Diantaranya firman

ekerja (pada klta) Kare ang yang
u ambil untuk bekerja ita) i ang yang
aya".

ta jir)

beri sewa (
ek sewa (rm
nfaat sewa (man

> aabul il R EPARE

Implementasinya pegadaian syariah dilakukan kovergensi antara akad
gardh, rahn, dan ijarah. Dalam fatwa DSN MUI Nomor 68 Tahun 2008 tentang
Rahn Tasjily disebutkan bahwa besaran biaya pemeliharaan dan penyimpanan

didsarkan pada pengeluaran riil dan beban lain bedasarkan akad ijarah. Oleh

2Adiwarman A. Karim, Bank Islam Analisis Figih dan Keuangan (Jakarta : Raja
Grafindo Persada, 2013), h. 137 — 138.

?* Sunarto Dzulkifli, Panduan Praktis Transaksi Perbankan Syariah, (Jakarta : Zikrul
Hakim, 2007), h. 44
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karena itu ijarah menjadi salah satu instrumen keuangan yang digunakan di

pegadaian syariah.

Perspektif pegadaian syariah, ijarah diartikan dengan akad pemindahan

hak guna atas barang atau jasa melalui pembayaran upah sewa tanpa diikuti

dengan pemindahan kepemilika endiri. Pegadaian syariah berhak

menarik biaya sewa at milik nasabah. Dengan

kata lain, ijarah me enggunaan manfaa melalui penggantian
muajir,

hal ini

ditagih,

a. Dalam

meminjamkan tanpa mengharap imbalan.Menurut Bank Indonesia, gardh adalah
akad pinjaman dari bank (muqridh) kepada pihak tertentu (mugtaridh) yang wajib

dikembalikan dengan jumlah yang sama sesuai pinjaman.”

**Yadi Janwari, Lembaga Keuangan Syariah (Bandung : Remaja Rosdakarya , 2015),
h.95 — 96.

Sunarto Dzulkifli, Panduan Praktis Transaksii Perbankan Syariah (Jakarta : Zikrul
Hakim, 2007), h.26
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2.2.3.3.2. Dasar Hukum Qardh

Akad gardhdiperbolehkan oleh syara’ dengan berbagai dalil Al-Qur’an

ataupun Hadits nabi SAW. Begitu juga dalam ijma’ ulama’. Diantaranya firman

Allah dalam Q.S. Al-Maidah/5:1

2

\ |:j G Y‘ (.’S“ —

abdan qgabul
seperti halnya jual beli.”®

2.2.3.3.5. Implementasi gardh pada Pegadaian syariah

Qardh dalam LKS dapat diartikan sebagai produk pembiayaan dalam

bentuk transaksi pinjam meminjam. Dengan kata lain, gardh berarti pinjam

*® Syarif Hidayatullah, Qawa’ id Fiqiyyah Dan Penerapannya Dalam Transaksi
Keuangan Syariah Kontemporer, (Jakarta : Gramata Publishing, 2012), h. 178 - 179.
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meminjam dana tanpa imbalan dengan kewajiban pihak peminjam
mengembalikan pokok pinjaman secara sekaligus atau cicilan dalam jangka waktu
tertentu.

Implementasi gardh merupakan salah satu bentuk dari fungsi LKS sebagai

isntitusi sosial. Selain sebagai le nis, LKS berfungsi sebagai lembaga

sosial yang mengembangkan barru’ . Namun demikian

sekalipun gardh sebag osial, LKS tida erugi karena produk ini,

berkaitan denga

tidak a tidak menunjukan

kewajib apat menjatuhkan san

sanksi asi adalah dengan menj

pegadaian dari kalangan uasaha mikro kecil yang mengharapkan tetap bisa

menggynakan anggunan kendaraan bermotor miliknya untuk menunjang kegiatan
operasional usahanya. Hal ini memicu pegadaian syarian untuk merespon

kebutuhan masyarakat tersebrut.”’

"Nurmusyahidah, “Pandangan Nasabah Terhadap Efektifitas Denda Arum Emas Di
Perseroan Terbatas Pegadaian Syariah Unit Bone Sulawesi Selatan” (skripsi sarjana; jurusan
bisnis syariah: malang,2017), h. 4
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Fungsi dari pegadaian syariah ini sebenarnya sama dengan fungsi
pegadaian secara umum: Pertama, Melakukan pengelolaan atas penyaluran uang
pinjaman dengan berdasar kepada hukum gadai islam yang prosesnya mudah,

cepat, aman dan hemat. Kedua, Membuka dan mengembangkan usaha yang dapat

menguntungkan pemerintah dan m at. Ketiga, Melakukan pengelolaan

terhadap keuangan, perlen pelatihan, peindidikan dan
tatalaksana pegadaia elakukan pe an pengembangan serta

pengawaan terhadap sistem gadai dalam masyarakat. Kelima, Mencegah adanya

daian sya

yaitu: H

menyisihkan 2,5% dari

mi, Tarif Jasa simpan k asi kecil,

Barang i a dan aman, Mengguna iah yang

produk-produk dari

2.24.1.

p syariah

adalah PihjnapntﬁEskan pads

simpan pinjam dan pemeliharaz a lembaga pegads an syariah

dimana iaya jasa
tidak mendapatkan keuntungannya darr dana yang diberikan sebagai pinjaman,
melainkan melalui pembayaran atas jasa penyimpanan dan pemeliharaan barang
tersebut.
2.2.4.2. Arrum

Arrum adalah program untuk pengusaha kecil agar mendapatkan modal

usaha dengan jaminan BPKB atau emas.
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2.2.4.3. Program amanah
Amanah adalah program kepada karyawan tetap dari pengusaha mikro
untuk miliki motor atau mobil dengan cara angsuran. Pada pegadaian syariah

Indonesia jangka waktu pembiayaannya dimulai dari 12 bulan sampai dengan 60

bulan dengan transaksi sesuai prisip.s ang adil dan menenteramkan.
2.2.4.4. Program produk m
Program logam A i ‘ ia oleh pihak pegadaian

dengan jangka waktu

barang atau ijarah ad
bah.Pada program ini ayar jasa

ari barang tersebut.?®

disetai

ba’i) yang tidak tunai/ angsuran, atau akad sewa-menyewa (ijarah) yang
pembayaran sewanya (ujrah) tidak tunai, perkongsian (musyarakah), kerjasama
(mudharabah), dan akad amanah untuk menghindari penyelewengan perilaku.

Jadi jika terdapat akad-akad tersebut, maka boleh disertakan rahn sebagai

2!Muhammad Sholikul Hadi, Pegadaian Syariah (Jakarta : Salemba Diniyah, 2003), h.43

Habib Wakidatul Ihtiar, “Analisis Fatwa Dewan Syariah Nasional Nomor: 92/DSN-
MUI/Iv/2014 Tentang Pembiayaan Yang Disertai Rahn”, An-Nisbah (Vol. 03, 1, Oktober 2016), h.
33.
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penguat terpenuhinya magashid al-agad.

Pada dasarnya Pegadaian Syariah berjalan diatas dua akad transaksi syariah,

yaitu :

Akad Rahn. Rahn yang dimaksud adalah menahan harta milik si peminjam

sebagai jaminan atas pinjam imanya, pihak yang menahan

memperoleh jaminan at ihak yang memperoleh
piutangnya.Dengan

S utang

pemindahan hak guna au jasa
wa, tanpa diikuti deng 3 milikan
atas ba ) lui akad ini dimungki

panan barang bergerak

skripsi
yang berjudul Analisis Pembiayaan Arrum Haji Pegadaian syariah berdasarkan
Fatwa DSN MUI nomor 92 tahun 2014, maka penulis merasa penting untuk
memberikan penegasan judul sehingga maksud yang terkandung didalam judul
lebih jelas sekaligus menjadi batasan dalam pembahasan selanjutnya. Adapun

beberapa istilah yang perlu mendapat penjelasan adalah:

®Harun, Figh Muamalah (Surakarta: Muhammadiyah University press, 2017), h.122
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2.3.1. Pembiayaan

Pembiayaan merupakan aktivitas bank syariah dalam menyalurkan dana
kepada pihak lain selain bank berdasarkan prinsip syariah. Penyaluran dana dalam

bentuk pembiayaan didasarkan pada ercayaan yang diberikan oleh pemilik

dana kepada pengguna dana. P a kepada penerima dana, bahwa

dana dalam bentuk pe i.akan terbayar. Penerima

pembiayaan mendap yaan dari pemberi n, sehingga penerima

aksud penulis disini ada i ran dana

ah kepada nasabahnya an emas

bentuk

engalami

kesulitan dalam hal pembiayaan untuk pergi haji.*

%!1smail, Perbankan Syariah (Jakarta : Kencana, 2011), h. 105 - 106

%2pegadaian Syariah, http:/pegadaiansyariah.com (di akses pada tanggal 7 September
2019)
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2.3.3. pegadaian syariah

Perum pegadaian merupakan Badan Usaha Milik Negara (BUMN) yang
bergerak di bidang jasa keuangan bukan bank dengan kegiatan usaha utamanya

menyalurkan pinjaman kepada masyarakat berdasarkan hukum gadai, fudusia, dan

usaha lainnya yang mengun engalaman melayani pinjaman

masyarrakat golongan k dari para pengguna jasa

pegadaian dari kal aha mikro kecil harapkan tetap bisa

mengg ermote kegiatan

operasic erespon
kebutu
2.4. Ba(

menjadi

obyek | Jan hasil

peneliti g relevan. a dalam
merum

penjelasan bagan ini mengenai pe tentang

analisis haji berdarA R{VE£ ka E’lurut fat iga akad

yang di an gardh.
Kemudian nanti akan di analisi berdasarkan fatwa yang mengatur tentang arrum

haji ini yaitu fatwa DSN MUI nomor 92 tahun 2014, lalu disimpulkan.

%Nurmusyahidah, “Pandangan Nasabah Terhadap Efektifitas Denda Arum Emas Di
Perseroan Terbatas Pegadaian Syariah Unit Bone Sulawesi Selatan” (skripsi sarjana; jurusan
bisnis syariah: malang,2017), h. 4
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Pegadaian Syariah

Pembiayaan disertai rhan

Rahn ljarah Qardh
Yaitu akad pemindahan
hak guna atas barang dan
/ atau jasa melalui
pembayaran upah sewa,
tanpa diikuti dengan
pemindahan kepemilikan
atas barananva sendiri.

gardhadalah pemberian
harta kepada orang lain

yang dapat ditagih, atau
dengan perjanjian dia
akan membayar yang

Rahn yang dimaksud
adalah menahan harta
milik si peminjam
sebagai jaminan atas
pinjaman yang
diterimanya

Arrum Haji

Analisi fatwa DSN MUI
Nomor 92 Tahun 2014

Kesimpulan

sama dengan hutangnya.
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BAB 111
METODE PENELITIAN

Metode-metode penelitian yang digunakan dalam pembahasan ini meliputi

beberapa hal yaitu jenis penelitian, enelitian, focus penelitian, jenis dan

sumber data yang diguna n data, dan teknik analisis
data.>* Untuk menget itian ini, maka diuraikan

sebagai berikut:

nakan adal i .Peneliti
ini karena beberapa p pertama,
litatif lebih mudah dengan

hakikat

metode ini menyajik;

masalah

yang diangkat.®

%Tim Penyusun, Pedoman Penelitian Karya llmiah( Makalah dan Skripsi ) Edisi Revisi (
Parepare: STAIN Parepare, 2013), h. 34.

%Lexy J. Moleong, Metode Penelitian Kualitatif ( Bandung: PT Remaja Rosdakarya,
2010), h. 5.

28

OF STATE OF ISLAMIC INSTITUTE PAREPARE



29

3.2. Lokasi dan Waktu Penelitian
3.2.1. Gambaran umum lokasi penelitian
3.2.1.1. Sejarah Pegadaian

3.2.1.1.1. Lahirnya Pegadaian Syariah

Mayoritas masyarakat merupakan muslim dan sesuai

dengan peraturan Pega aktik riba, misi ini tidak

berubah dn dijadik ampai sekarang. lde

syariah

terdapat

U. Berkat Rahme oh"SWT dan
setelah melalui kajian panjang akhirnya disusunlah suatu konsep pendirian unit
layanan Gadai Syariah sebagai langakah awal pembentukan divisi khusus yang

menagani kegiatan usaha syariah.*

Banyaknya pihak berpendapat bahwa operasionalisasi pegadaian pra

Fatwa MUI tanggal 16 Desember 2003 tentang bunga bank, telah sesuai konsep

3%Tim PT. Pegadaian Syariah, Mengenal Pegadaian Syariah, h.218.
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syariah, meskipun harus diakui bahwa terdapat beberapa aspek yang menepis
anggapan itu. Setelah melakukan kajian yang cukup panjang, akhirnya disusunlah
satu konsep pendirian unit Layanan Gadai Syariah sebagai langkah awal

pembentukan divisi khusus yang menangani kegiatan usaha syariah. Konsep

operasi pegadaian syariah mengac istemadministrasi modern yaitu azaz

rasionalitas, efisiensi dan efe an denggan nilai islam. Fungsi

operasi pegadaian it : : antor cabang pegadaian

syariah / Unit Layanan Gadai Syariah (ULGS) sebagai salé
dibawa g akan unit

bisnis : a gadai

ertama kali berdiri di ma Unit
LGS) Cabang Dewi Januari

arta, dan

PAREPARE

ang lainnya
yang tersebar di provinsi Sumatera Barat, Sumatera Selatan, Lampung, Bangka
Belitung, Bengkulu, Jambi, dan Riau. Di Batam sendiri telah berdiri 4 kantor
cabang Pegadaian Konvensional (non syariah) yaitu di Sei Jodo, Bengkong,
Penuin, dan Batu Aji. Baru kemudian pada tanggal 10 November 2003 kantor
ULGS mulai melakukan uji coba operasi di Sungai Panas, JL Laksamana Bintan,

Kompleks Bumi Riau Makmur Blok C8, dan melayani permintaan masyarakat
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yang ingin menggadaikan barang bergeraknya. Alhamdulillah ULGS telah mampu
melayani nasabah berasal dari 19 kelurahan di wilayah Batam. Hal ini
mengindikasikan bahwa keberadaan ULGS telah dapat diterima di tengah

masyarakat.*’

3.2.1.1.2. Pendirian Pegadaian

h No.10 Tahun 1990 bentuk
Perusa N) menjadi Perusahaan 2gadaian,

pasal 3 ebutkan bahwa Perum Pega : an usaha

wajar la Dari Pasal PP terse egadaian adalah terc ada Pasal
5, ayat aitu tentuﬂahnﬁEinRaEntuk penc egadaian
syariah.

B. Aspek Permodalan

Apabila umat Islam memilih mendirikan suatu lembaga gadai dalam
bentuk perusahaan yang dioperasikan sesuai dengan prinsip — prinsip syariat
Islam, aspek penting yang perlu dipikirkan adalah aspek permodalan. Modal

untuk menjalankan perusahaan gadai cukup besar karena selain diperlukan dana

*” Ahmad Rodoni, Investasi Syariah (Jakarta :Lembaga Penelitian UIN Jakarta, 2009),
h.184 -185.
**Muhammad Sholikul Hadi, Pegadaian Syariah (Jakarta : Salemba Diniyah, 2003), h.43
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untuk dipinjamkan kepada nasabah juga diperlukan investasi untuk tempat

penyimpanan barang gadaian.

Dengan asumsi bentuk perusahaan gadai syariah yang dikehendaki adalah

perseroan terbatas, maka perlu diupayakan saham yang dijual kepada masyarakat

dalam pecahan yang terjangkau at sehingga saham dapat dimiliki

secara luas. Ada kem rusahaan gadai syariah

a BAPEPAM sebagai

adai hanya akan mam berjalan
barang yang dijadikan
pemilik barang. Untuk
mlah pinjaman tidaklah mudah. lagi
ikan agunan

ologi yang

an. Untuk dapat akini nilai suatu gadaian
getahuanBAaREBAlREg kuat. kualitas
[ nentukan

keberhasilan suatu perusahaan gadai.
D. Aspek Kelembagaan

Perusahaan gadai syariah membawa misi syiiar islam, oleh akrena itu
harus dapat diyakini bahwa seluruh proses operasional dilakukan tidak
menyimpan dari prinsip syariat Islam. Pross operasional muali dari mobilisasi

dana untuk saana dasar sampai kepada penyalurannya kepada masyarakat tidak
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boleh mengandung unsur — unsur riba. Usaha — usaha yang akan dibiayai dari
pinjaman gadai syariah adalah usaha — usaha yang tidak dilarang dalam agama

Islam.

Untuk meyakini tidak adanya penyimpangan terhadap ketentuan syariah

diperlukan adanya suatu dewan zimnya disebut dewan pengawas

syariah selalu memoni karena itu organisasi

perusahaan gadai Sy at unik karena har an unsur ulama yang

t39

yariah pada kegiatan hu
konsek ang fektif dan efisiensinya
syariah. akre istem dan prosedur h ian rupa
men an calon nasabah yang akan inja ang baik
an hutang piu al —gardhu

gadai dalam r . Menyanda

utang piutang gada konsekuensi yang

egiatan OBM&R)AaRﬁ akrena tem dan

yang akan meminjamkan uang baik da perjanjian hutang piutang gadai dalam
bentuk al —gardhul hasan maupun hutang piutang gadai dalam bentuk al —

mudharababh.

Loket — loket dipisahkan antara yang ingin memasuki perjanjian hutang —

piutang gadai dalam bentuk al — gardhun hasan dan yang ingin memasuki

**Abdul Ghofur Anshori, Gadai Syariah di Indonesia (Yogyakarta : Gajah Mada
Universitity Press , 2011), h. 79.
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perjanjian hutang piutang gadai dalam bentuk al — mudharabah, namun harus
dibuat fleksibel sedemikian rupa sehingga terhindar adanya antrian panjang.
Biasanya mereka yang ingin memasuki perjanjian hutang piutang gadai dalam

bentuk al — mudharabah adalah peminjam dalam jumlah besar.*

F. Aspek Pengawasan

Pengawasan ivitas gadai syariah.

Pengawasan ini da upan, juga pegawai
internal jalankan

amanah ) c i a Dewan

3.2.1.2. dan Pegadaian Syariah

AN US daian pada prinsipnya akan nan bagi

kemanf asyarakat u n sekali upuk keuntu dasarkan
prinsip olaan yang Perum Pega pertujuan
sebagai

A. Tur ksanakan MR]E PAaanbijaksana program

pe 2 mumnya

melalui penyaluran uang pembiayaan /pinjaman atas dasar hukum gadai.

B. Pencegahan praktik ijon, pegadaian gelap, dan pinjaman tidak wajar lainnya.

C. Pemanfaatan gadai bebas bunga pada gadai syariah memiliki efek jaring
pengaman sosial karena masyarakat yang butuh dana mendesak tidak lagi

dijerat pinjaman/pembiayaan berbasis bunga.

**Abdul Ghofur Anshori, Gadai Syariah di Indonesia (Yogyakarta : Gajah Mada
Universitity Press , 2011), h. 80
“"Muhammad Sholikul Hadi, Pegadaian Syariah (Jakarta : Salemba Diniyah, 2003), h.43
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D. Membantu orang — orang yang membutuhkan pinjaman dengan syarat
mudah.*

Adapun manfaat pegadaian, antara lain :

A. Bagi Nasabah

Tersedianya dana dengan pr ng relatif lebih sederhana san dalam

waktu yang lebih cepat dib aan / kredit perbankan.

B. Bagi Perisahaan

a.

b. Si rsumber dari ongkos Y yarka

C. rum pegadaian sebag N vya
erupa pemberian bant da

a dengan prosedur yang relatif sederhana;

d. ) . g diperoleh d

3.2.1.3. Sumber Pendanaan Pegadaian Sya

Pegadaian sebagai lembaga keuangan tidak diperkenankan menghimpun
dana secara langsung dari masyarakat dalam bentuk simpanan, misalnya giro,
deposito, dan tabungan. Untuk memenuhi kebutuhan dananya, Perum Pegadaian

memiliki sumber — sumber dana sebagai berikut :

*;Andri Soemitra, Bank dan Lembaga Keuangan Syariah (Jakarta :Kencana, 2009), h.
390.
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Modal sendiri
Penyertaan modal pemerintah

Pinjaman jangka pendek dari perbaankan

o o w >

Pinjaman jangka panjang berasal dari kredit lunak bank Indonesia

E. Dari masyarakat melaui obligasi*®

3.2.1.4.Landasan Konsep P

Di samping i ama sepakat memb ad Rahn (al- Zuhaili,

A ang) mempunyai hak untuk : (barang)
ua utang rah nye ang) dilunasi
B. n manfaatnya teta ilik rahn. Pada pri

dimanfaatk i seizi i Jan tidak

rahin, namun dapat dilakukan juga oleh murtahin, sedangkan biaya dan
pemeliharaan penyimpanan tetap menjadi kewajiban rahin.

D. Besar biaya administrasi dan penyimpanan marhun tidak boleh ditentukan
bedasarkan jumlah pinjaman.

E. Penjualan marhun :

*Andri Soemitra, Bank dan Lembaga Keuangan Syariah (Jakarta :Kencana, 2009), h.
390
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a) Apabila jatuh tempo, murtahin harus memperingatkan rahin untuk segera
melunasi hutangnya.
b) Apabila rahin tetap tidak melunasi utangnya, maka marhun dijual paksa /

dieksekusi

c) Hasil penjualan marhun untuk melunasi utang. Biaya

pemeliharaan dan penyi r serta biaya penjualan.

d) Kelebihan hasil dan kekurangannya

A. Jika 3 ka terjdi

ua belah pihak, maka p melalui

iah setelah tidak te melalui

tanggal ditetapkan dengan

isempurnaka

erjalan diatas dua

syariah ilik si pe sebagai
jamina peroleh
jaminan untuk mengambil kembali seluruh atau sebagian piutangnya. Dengan
akad ini pegadaian menahan barang bergerak sebagaai jaminan atas utang
nasabah. Kedua, ljarah. Yaitu akad pemindahan hak guna atas barang dan/ atau
jasa melalui pembayaran upah sewa, tanpa diikuti dengan pemindahan

kepemilikkan atas barangnya sendiri. Melalui akad ini dimungkinkan bagi

*Nurul Huda, Lembaga Keuangan Islam (Jakarta :Kencana Prenada Grup, 2013), h. 278.
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pegadaian untuk menarik sewa atas penyimpanan barang bergerak milik nasabah

yang telah melakukan akad.*®

3.2.1.5. Visi dan Misi Pegadaian Syariah
3.2.15.1. Visi®

A. Sebagai solusi bisnis terpa asis gadai yang selalu menjadi

market leader dan njadi yang terbaik untuk

selalu

ekonomi.
pelayanan dan infr
nan di seluruh Pegadai
dan tetap menjadi pilih
Pemerintah dalam meningkatkan ke
enengah kebawa sa n usaha lai

I sumber day:

PAREPARE

sasaran
cara mudah, cepat, aman dan hemat, sesuai dengan mottonya “Benar caranya

berkah hasilnya”.

**Nurul Huda, Lembaga Keuangan Islam (Jakarta :Kencana Prenada Grup, 2013), h. 278
-279.
**Tim PT. Pegadaian Syariah, Mengenal Pegadaian Syariah, him.226
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3.2.1.6. Produk
3.2.1.6.1. Rahn (Gadai Syariah)

Pembiayaan RAHN (Gadai Syariah) dari Pegadaian Syariah adalah solusi

tepat kebutuhan dana cepat yang sesuai Syariah. Prosesnya cepat hanya dalam

waktu 15 menit dana cair dan nannya. Jaminan berupa barang

perhiasan, elektronik at

Online

emb Online (MPO) melayani pe

elepon/ puls i mbelian tiket

1 secara onlin kan solusi pe

MULIA adalah layanan penjualan emas batangan kepada masyarakat
secara tunai atau angsuran dengan proses mudah dan jangka waktu yang fleksibel.
MULIA dapat menjadi alternatif pilihan investasi yang aman untuk mewujudkan
kebutuhan masa depan, seperti menunaikan ibadah haji, mempersiapkan biaya

pendidikan anak, emiliki rumah idaman serta kendaraan pribadi.
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3.2.1.6.5. Konsinyasi Emas

Konsinyasi Emas adalah layanan titip-jual emas batangan di Pegadaian
sehingga menjadikan investasi emas milik nasabah lebih aman karena disimpan di
Pegadaian. Keuntungan dari hasil penjualan emas batangan diberikan kepada

Nasabah, oleh sebab itu juga e

NAH dari Pegadaian Sy
riah kepada n pengusahs

atau mobil d

m Haji
PAREPARE
DI'Q

Arrum Haji pada Pegadaian Syariah adalah layanan yang memberikan
nasabah kemudahan pembuiayaan dan pendaftaran haji. Nasabah cukup
menyiapkan jaminan emas minimal 15 gram logam mulai atau sekitar 20 gram
perhiasan sebagian jaminan pokok calon nasabah plus bukti SA BPIH, SPPH dan

buku tabungan haji dari Pegadaian Syariah kepada nasabah.
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Adapun angsuran yang dilakukan setiap bulannya adalah setoran
pengembalian pinjaman 25 juta, serta angsuran biaya sewa tempat untuk
penjagaan dan pemeliharaan barang jaminan nasabah selama nasabah belum

melakukan pelunasan.

Untuk mendapatkan pro ah haji cukup dengan memenuhi

syarat dan ketentuan Yy tangi kaontor Pegadaian

nasabah diantaranya

unakan untuk nomor p

n aman di Pegadaian

mas yang dijaminka

ng diawasi OJK, Pegada riah

ungan haji me

ormal sudah

enjamin kee jaminan

Adapun penelitian ini dilakukan dalam waktu kurang lebih 45 hari

lamanya disesuaikan dengan kebutuhan penelitian.

*’Pegadaian Syariah, http:/pegadaiansyariah.com (di akses pada tanggal 7 September
2019)
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3.3. Fokus Penelitian

Penetapan fokus penelitian untuk mengungkapkan garis besar dari
penelitian yang dilakukan dalam studi ini dengan pemusatan konsentrasi terhadap

masalah yang akan diteliti. Adapun penelitian ini berfokus pada mekansme dan

ketentuan akad pada produk s ndangan hukum islam terhadap
produk arum haji ini.

3.4. Jenis dan Sum ang di Gunakan

primer
sil observasi dan wa
usahaan.Sedangkan dat n-tulisan
yang mg erkuat data primer yang

ata

yang diguna meliputi Su
dokumentasi.

yang akan menja er dalam wawanca ah pihak

ah panngIA R E PA R E

3.5.1. Observasi

Observasi merupakan pengamatan yang dilakukan secara sengaja,
sistematis mengenai kondisi yang terjadi di lokasi penelitian.Dalam penelitian ini
penulis menggunakan observasi non partisipan yaitu penelitian yang tidak terlibat

dan hanya sebagai pengamat independen.
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Observasi adalah pengamatan yang dilakukan secara sengaja, sistematis
mengenai fenomena sosial dengan gejala-gejala psikis untuk kemudian dilakukan
pencatatan. Observasi sebagai alat pengumpul data

dapat dilakukan secara spontan dapat pula dengan daftar isian yang telah

disiapkan sebelumnya.
3.5.2. Wawancara

Berkaitan der ini, akukan pengumpulan

informasi atau data dari suby suatu masalah khusus dengan

teknik

adalah me i . G asil  dari

wawanc akan n dalam bentuk intervie

atau k dianalisis.

c proses  percakapan

i m i orang, kejadian, kegia ivasi,

sebagainya, pihak, yait

yang meng ngan yang

awancara a lan data yan

o o s e
'

populer,

pan dan
ialah sifatnya yang luwes.Hubungan baik dengan orang yang diwawancarai dapat
menciptakan keberhasilan wawancara, sehingga memungkinkan diperoleh

informasi yang benar.*®

*83asmoko, Metode Penelitian(Jakarta: UKI Press, 2004),h.78.
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3.5.3. Dokumentasi
Teknik ini di samping untuk mencatat data yang terdapat dalam dokumen,
juga untuk memperoleh gambaran yang lengkap tentang kondisi dokumen yang

berkaitan dengan lokasi penelitian.Dalam penelitian ini, peneliti menganalisis data

berupa dokumen yang terkait dengan aryawan sehingga dapat mengambil
suatu kesimpulan yang benar
Menurut Suharsimi A etode dokume mencari data mengenai

ajalah, agenda dan

dangkan data-data yan
angket cenderung meru atau data

ihak pertama.

eluruh data yang tela
ancara Ssert

keseluruhan atau bagian tertentu dari penelitian ini. Reduksi data adalah proses
pemilihan, pemusatan perhatian pada penyederhanaan, pengabstrakan, dan
transformasi data yang muncul dari catatan-catatan tertulis di lapangan.
Kesimpulan dan verifikasi, yaitu upaya untuk mencari makna terhadap data yang
dikumpulkan, dengan mencari pola, hubungan, persamaan dari hal-hal yang sering

timbul.
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BAB IV
HASIL PENELITIAN
4.1. Mekanisme Pembiayaan Arrum Haji di Pegadaian Syariah Cabang

Pangkajenne Kabupaten Sidenreng Rappang

4.1.1. Mekanisme dari pihak Pega: iah Cabang Pangkajenne

Pegadaian mem t yang ingin mendaftar

ibadah haji melalui mbiayaan. Jadi, pe an memberikan dana

Ridwan
syariah

erapa proses’

1. Nas ijelaskan persyarata ntuan mengenai A

g harus RAIRIE&&I‘R‘IE gr atau s h kurang

syariah

sebesar 500 ribu rupiah, SA BPI SPPH (Surat Pendaftaran Ibadah Haji)
sebagai jaminan pembiayaan.
2. Nasabah menyerahkan emas yang dijaminkan yang senilai persyaratan diatas

dan kemudian ditaksir olehg pihak pegadaian syariah apakah telah sesuai.

“Nuzul RAhmat, pengelola unit pegadaian syariah, kabupaten pangkajene, wawancara
oleh Fitri Yani, 6 November 2019.

45
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3. Setelah nasabah memenuhi persyaratan emas tersebut, selanjutnya nasabah
membuka tabungan pada bank syariah yang ditunjuk pegadaian syariah. (BNI
Syariah, BRI Syariah, Renin Syariah dan MEGA Syariah)

4. Bank syariah tersebut (BNI Syariah, BRI Syariah, Renin Syariah dan MEGA

Syariah) mengimput data alu menerbitkan tabungan haji,
memberikan tanda setor

25 juta tersebut ke

Lalu pegadaian s

haji dan

ketentuan pendaftaran

yariah.

endaftaran Haji (SPPH)

8. artemen Agama menerbitk H da IH
0. tuliskan pe 25 juta
Pegadaian h untuk

10. i i i : ah sudah

Berdasarkan wawancara diatas dapat disimpulkan bahwa nasabah
pembiayaan Arrum Haji tidak ada jalur khusus dalam pendaftaran hajinya, mereka
tetap ikut mengantri dalam pemberangkatan calon jamaah haji jalur regular. Disini
pihak pegadaian tidak ada campur tangan dalam pendaftaran haji, pihak pegadaian

disini hanya sebagai penyedia dana bagi nasabah pembiayaan Arrum Haji.

*°Nuzu Rahmat pengelola unit pegadaian syariah, kabupaten pangkajene, 5 November 2019
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Proses mekanisme pembiayaan Arrum Haji menempuh beberapa proses
sebagaimana hasil wawancara dengan ibu yanti nasabah pegadaian pembiayaan
Arrum Haji berikut ini:

“Saya tertarik dengan produk pembiayaan ini karena dapat tawaran dari
keponakan saya yang memang bekerja di pegadaian, kemudian saya datang
sendiri ke pegadaian dengan membawa persyaratan yang harus di lengkapi di
pegadaian yaitu: emas, fotocopy KK dan KTP. Setelah penaksiran jaminan
emasnya di rasa mencukupi-Syarat, saya kemudian-di surun memilih bank mana
yang akan menjadi perantara pembiayaannya dan memilih bank BRI syariah.
Kemudian pihak bank mendatangi pegadaian dan saya harus mengisi data-data
persyaratan dan juga foto untuk membuka rekening dengan setoran awal Rp.
500.000, setelah buku tabungan saya terisi kemudian saya di damping pihak
pegadaian dan pihak bank untuk mendaftar kan nomor porsi haji di kemenag.
Setelah semua proses selesai dan mendapat SA BPIH dan SPPH saya kembali
kepegadaian untuk menyerahkan SA BPIH, SPPH dan buku tabungan sebagai
tambahan jaminannya. Kemudian “bulan" berikutnya saya mulai membayar
angsuran sebanyak Rp. 940.000 karena saya memilih angsuran dengan jangka
waktu 36 bulan.”™

Dari pernyataan pernyataan wawancara di atas dapat disimpulokan bahwa
mekanisme yang di cantumkan di blok pegadaia memangt sesuali dengan

mekanisme atau alur yang di lalui nasabah.

Ketentuan yang diberlakukan di pegadaian syariah meliputi biaya — biaya antara
lain administrasi, kafalah, angsuranspokok dan' mu’nah seperti yang tercantum

pada table dibawah ini:

1. Tabungan sebesar Rp. 500.000 yang dijadikan setoran awal untuk membuka

rekening pada bank syariah (BNI Syariah, BRI Syariah, RENIN Syariah dan

Mega Syariah)
2. Biaya Administrasi dan Kafalah
Jangka Waktu Biaya Kafalah dan Administrasi
12 Bulan Rp. 345.000

>'Kurnia sudaryanti, nasabah pembiayaan Arrum Haji pegadaian syariah, 6 Februari 2020
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24 Bulan Rp. 382.500
36 Bulan Rp. 445.000
48 Bulan Rp. 535.000

60 Bulan

Rp. 682.000

Pada table njelaskan bahwa jik h memilih angsuran
pelunas esar Rp
345.000 lah dan
adminis : : 382.000, jika nasabah ka biaya
kafalah ini sebanyak Rp. 445.000 , ili an biaya
kafalah ini 1 sebesar Rp. 535.000 2lama 60
bulan n

, beliau
mngata
n jangka
atau 60
n kafalah
besarnya masing — masing, yaitu:
Jangka Waktu Biaya Administrasi Biaya Kafalah
12 Bulan Rp  270.000 Rp  75.000

>’Nuzul Rahmat, pengelola unit pegadain syariah, kabupaten pangkajene, wawancara
oleh Fitri Yani, 6 November 2019
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24 Bulan RP  270.000 Rp 112.000

36 Bulan Rp  270.000 Rp  175.000

48 Bulan Rp  270.000 Rp  265.000

60 Bulan Rp  412.000
Pada tabel di ministrasi tetap yaitu

abila belum ada per

haji perb

dan biaya

an biaya kafalah itu

i jangka
24 bulan
0, jangka

esar Rp.

g harus

. berikut

24 Bulan Rp 1.294.500
36 Bulan Rp 947.300
48 Bulan Rp 773.300
60 Bulan Rp 669.500
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(brosur haji 2019)

Tabel diatas menunjukkan akumulasi angsuran/bulan yang harus di lunasi
nasabah sesuai jangka waktu yang diambil. Jika jangka waktunya 12 bulan maka

angsurannya sebesar Rp. 2.336.200. jangka waktu 24 bulan agsurannya sebesar

Rp. 1.294.500, jangka waktu 3 a sebesar Rp. 947.300, jangka

waktu 48 bulan angsura gka waktu pelunasannya

selam 60 bulan ma angsurannya seb 0. Akumulasi diatas

Penetap

pemeliharaan barang | yang
mengga luarkan oleh pegadaian . Seté

b

yang di dapat disimpukan bahwa besar nah

0.95% c yataan naras

biaya mu’na yaitu sebesa
enetapan mu aksiran”

0,95% an (jumlafBinjaman £ il jaminan) =

0.95%

0,95% x 27.422.000

0,95% x 27.422.000 = Rp. 260.600

(taksiran jaminan nasabah berasal dari taksiran berupa logam mulia 3,5 gram

/ emas 3,5 gram berserta SA BPIH, SPPH, dan buku tabungan haji nasabah).
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4.1.2. Kesesuaian ketetapan pembiayaan Arrum Haji di Pegadaian Syariah
Berdasarkan Fatwa DSN MUI Nomor 92 tahun 2014 Tentang

Pembiayaan Disertai Rahn

Berpatokan dari data dokumen:akad pinjaman yang disertai rahn pada

pegadaian arum haji, maka raikan ketetapan — ketetapan

pembiayaan arum haji ini

jelas j n/atau kualitasnya ser Dalam

ang diberikan sebesar bentuk

ng telah diserahkan dalam

ulan, 24

bulan, bagian

2 telah terpen

**"FAREPARE

1 Mu 'nah

tersebut merupakan jasa pemeliharaan barang jaminan yang dititipkan nasabah
sampai dengan berakhirnya masa angsuran. Besarnya mu’'nah telah diketahui
nasabah sejak awal, yaitu pada brosur terdapat table angsuran yang merupakan

perhitungan dari pokok utang dan mu nah.

Pada Fatwa DSN MUI No. 92 pada bagian keenam pasal 3 disebutkan
dalam hal rahn (dain / marhun bih) terjadi karena pinjaman uang (akad gard),

maka pendapatan murtahin hanya dari mu’nah (jasa pemeliharaan barang /
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penjagaan) atas marhun yang besarnya harus ditetapkan pada saat akad
sebagaimana ujrah poada akad ijarah. Ini menunjukkan bahwa pembiayaan

Arrum Haji telah sesuai dengan Fatwa DSN MUI No. 92b bagian ke enam ayat
3).

Fatwa DSN MUI men jelaskan dalam ketentuan umum

pasal 4 bahwa besar bi an marhun tidak boleh

ditentukan berdasar pinjaman, setelah elakukam konfirmasi

‘nah dia

barang ¢ i n dari besarnya pinjama

No. 92 menjelaskan pada ba keli (2),pada
n adanya jaminan

ti melakukan pangan

al hazard), Lemba n Syariah boleh

un) dari ﬂ\&“m&ra lain s

a barang

hukum disebutkan bahwa Semua bentuk pembiayaan/penyaluran dana Lembaga
Keuangan Syariah (LKS) boleh dijamin dengan agunan (rahn) sesuai ketentuan
dalam fatwa ini.Ketentuan barang jaminan (marhun) dibagian ketiga ayat (1)
dalam Fatwa DSN MUI No. 92, menjelaskan bahwa barang jaminan(marhun)
harus berupa harta (mal) berharga baik benda bergerak maupun tidak bergerak
yang boleh dan dapat diperjual-belikan, termasuk aset keuangan berupa sukuk,

efek syariah atau surat berharga syariah lainnya.
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Pembiayaan Arrum Haji di Pegadaian Syariah dalam pelaksanaannya
mensyaratkan jaminan berupa emas / logam mulia, SA BPIH, SPPIH, dan buku
tabungan sebagai jaminan pembiayaan sebesar 25 juta rupiah. Dalam hal ini

berarti telah sesuai dengan ketentuan Fatwa DSN MUI No. 92 bagian ketiga ayat

(1), mengenai jaminan yang berupa nal) berharga baik bergerak atau tidak

bergerak. Pembiayaan Arrun drahn yang disertakan dengan
pinjaman akad gard memperhatikan pula

Fatwa DSN mengenai akad gardh yang diterapkan, sebac Jaimana juga menjadi

g telah dilakukan, penul
barang jaminan (m

danya asuransi jiwa.

pilihan
Meskipun tidak diatur mengenai asuransi jiwa, namun penerapan asuransi jiwa

tersebut tidak menyalahi Fatwa DSN MUI No. 92.

Pembiayaan Arrum Haji dalam pelaksanaannya menerapkan ganti
rugi(ta 'widh) menurut penjelasan narasumber dan tertera pada kontrak. Pada
kontrak dijelaskan dalam pasal mengenai ganti rugi (e 'widh) pada ayat (1) yaitu

apabila melampaui tanggal jatuh tempo maka nasabah dikenakan ganti rugi
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(ta’'widh), lalu pada ayat (2) diperjelas rinciannya apabila mengalami
keterlambatan dikenakan denda per hari sebesar 4% dibagi 30 hari dari besaran
angsuran setiap bulan. Narasumber juga menjelaskan bahwa dana dari

keterlambatan tersebut masuk kepada dana sosial.

Menurut analisis penuli twa DSN MUI, penetapan biaya

ganti rugi yang tertera tai rhan pada pegadaian

arum haji telah sesu I No. 92 pada bagian

ibannya.

5. Cide n penyelesaian penyelesz

ini, apabila dalam pe nasabah

erturut —

turut, hak Pegadai r i un) dan
S membatal Perjanjian initerte kontrak
i rrum Haji mengen nji. Ketentuan ini dengan

Ul NO. PtAﬂEP{AIR)EJ dalam in tidak

ang telah

disepakati, maka murtahin wajib ‘'mengingatkan/ memberitahukan tentang
kewajibannya. Lalu pada bagian ketujuh pasal 3 ayat (1) dan (2) dijelaskan bahwa
apabila sudah diberi peringatan dan pemberitahuan nasabah tetap tidak
menunaikan kewajibannya, maka dapat menjual paksa barang jaminan tersebut

sesuai ketentuan Fatwa DSN MUI mengenai rahn.

Namun penulis melakukan Klarifikasi mengenai ketentuan penjualan

barang jaminan tersebut. Pasalnya yang menjadi ganjil adalah apabila porsi haji
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dibatalkan, maka uang pembatalan tersebut masuk kepada Pegadaian Syariah
menurut kontrak. Lalu angsuran yang selama ini dilakukan nasabah menjadi hak
siapa dan apakah hasil penjualan marhun akan menjadi klaim pihak Pegadaian

Syariah juga?

Atas pertanyaan penuli njelaskan bahwa apabila terjadi

pembatalan porsi haji di asabah mengalami pailit,

maka secara otomati i Departemen Agama

enjelasan narasumber j Syariah

an yang telah dibayarke marhun

ogam mulia. Sehingga p iah tetap

keu atas mu’nah dan nasaba as atau

an g i kepada
melihat itikad bai egadaian Syariah d idak ada

untuk nﬂM&tBkaﬁarlipat —1

mbali bes

h.

ke
ia

antara praktik dan penulisan pada ko berbeda. Karena pada kontrak tidak
dijelaskan secara mendetail dan terkesan gharar atas uang yang diterima
Pegadaian Syariah dan atas penjelasan penjualan barang jaminan. Pada kontrak

tidak dijelaskan bahwa akan dikembalika uang pokok angsuran.

Apabila dalam kontrak dijelaskan secara lebih terperinci lagi dan diberi
penjelasan mengenai apa saja yang menjadi hak dan kewajiban Pegadaian Syariah

dan yang menjadi hak dan kewajiban nasabah akan lebih baik.
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Setelah melakukan analisis pada pembiayaan Arrum Haji, penulis tidak
menemukan pengaturan mengenai perpanjangan waktu pembayaran. Meskipun
tidak diwajibkan dalam Fatwa DSN MUI No. 92 Tahum 2014 mengenai

pengaturan perpanjangan waktu, namun cara penetapannya telah diatur. Menurut

penulis, perpanjangan waktu angsur. sabah yang mengalami pailit namun
masih ingin  mengangsu

mempermudah semu i atalan porsi haji.

413.

haji pada pegadaian s
dahan pendaftaran da
aji ini merupakan pinj

bentuk an. adai i i bah yang
rgi haji.
sabah memp
igunaka mor porsi haji. Emg

Keuangan Syariah resmi yang diawasi’OJK, Pegadaian Syariah juga merupakan
BUMN yang buka lini bisnis syariah. Jadi skema tabungan haji melalui Pegadaian

Syariah selain sudah sesuai syariah secara legal formal sudah patuh terhadap

%3pegadaian Syariah, http://pegadaiansyariah.com (di akses pada tanggal 7 September
2019)
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hukum positf di Indonesia, skema produk ini juga menjamin keamanan jaminan

yang kita berikan.>*

Membahas tentang pemkbiayaan arum haji tentu tidak lepas dari yang

namanya antrian haji, saat ini kuota haji di Indonesia sebanyak 200.000 orang

pertahunnya, sedangkan total ncapai 4,225,698 orang. Untuk

kabupaten sidrap sendiri nyak 254 orang dengan

daftar tunggu seban rang dan masa tun perkirakan sampai 39

tertutup

a dengan pak Nuzul ra olah unit

ber 'mengemukakan ah pada

r haji itu
di setiap

menjadi

faktor pah panjangnya ;

cukep bt REPARE

terhadap

pembia

kabupaten sidrap makin memperjelas bahwa pembiayaan arum haji ini memiliki
dampak terhadap bertambah panjangnya antrian haji, sebagaimana isi wawancara

tersebut:

>*pegadaian Syariah, http://pegadaiansyariah.com (di akses pada tanggal 7 September
2019)

>>Nuzul Rahmat, pengelolah unit pegadaian syariah, kabupaten pangkajene, wawancara
oleh Fitri Yani, 6 November 2019
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Pembiayaan arum haji ini jelas sangat berdampak pada bertambah panjangnya
antrian haji, masyarakat memiliki minat yang lebih terhadap pembiayaan ini
karena mereka dapat mendaftar haji dengan menjaminkan emas lalu
mengangsurnya tiap bulan. Mereka tidak harus menunggu untuk menabung
bertahun — tahun agar bias mendaftar haji. Ada sekitar 60 orang perbulannya yang
mendaftarkan diri untuk berhaji, tapi di musim tertentu seperti musim panen bias
mencapai 100 yang mendaftar, dan sekitar 50% dari pendaftar itu di antar oleh
pihak pegadaian. Itu artinya yang di antar pihak pegadaian adalah nasabah
mereka. Saat ini saja jumlah total da unggu haji ubtuk kabupaten sidrap ada
sekitar 10.446 orang per Desember

Dari hasil w minat nasabah pada

nya pihak pegadaian

i dalam

PAREPARE

> Muly, staf kementrian agama pangkajene, kabupaten sidrap, wawancara oleh fitri
yani, 12 Februari 2020
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BAB V
PENUTUP

5.1. Kesimpulan

Berdasarkan hasil penelitian di p lumnya, maka ditarik kesimpulan

sebagai berikut:

arum haji menem rapa proses, Yyaitu:

Pengambilan mu’ nah pada pembiayaan ini berasal dari persentase nilai
taksiran, dalam fatwa mengenai rahn dikatakan bahwa pengambilan mu” nah
harus dari besarnya nilai taksiran bukan dari besarnya pinjaman.

3. pembiayaan arum haji ini menjadi factor bertambah panjangnya antrian haji,
karena jumlah orang yang memdaftar tiap bulannya dengan kuota yang
berangkat pertahun sangat tidak seimbang. Dengan persyaratan peminjaman

biaya tabungan haji ini masyarakat sangat dipermudah dalam pendaftaran

59
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nomor porsi haji. Itulah sebabnya pembiayaan ini menjadi salah satu factor
bertambah panjangnya antrian haji.
5.2. saran

adapun saran yang dapat penulis sampaikan berdasarkan hasil dari

penelitian dan peneliti simpulkan yai

5.2.1. Pihak pegadaian lebih rinci tentang akad

5.2.2. s j A aja yang

PAREPARE
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FATWA

DEWAN SYARI’AH NASIONAL
Nomor 92/DSN-MUI/IV/2014
Tentang

Pembiayaan yang Disertai Rahn (al-Tamwil al-Mautsuq bi al-Rahn)

g Al Gad 5 eun 5

Dewan Syariah Nasion -MUI), setelah

Sis rahn;

Syariah memerlukan

iayaan yang di i rahn (a
k dijadikan F)m I

PAREPARE

"Dan apabila kalian dalam perjalanan sedang kalian tidak memperoleh seorang

juru tulis maka hendaklah ada barang tanggungan yang dipegang ..."

QS. al-Ma“idah [5]: 1:
el el 1 stae 185l 0 il &

"Hai orang yang beriman! Tunaikanlah akad-akad itu ..."
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QS al-Isra” [17] : 34:
i all B ) el e Y
"... Dan tunaikanlah janji-janji itu, sesungguhnya janji itu akan dimintai

pertanggungjawaban."

Hadis Nabi SAW:

Hadis Nabi riwayat al Muslim dar A, ia berkata:

"Tunggangan (kendaraan) yang digadaikan boleh dinaiki dengan menanggung
biayanya dan binatang ternak yang digadaikan dapat diperah susunya dengan
menanggung biayanya. Orang yang menggunakan kendaraan dan memerah susu

tersebut wajib menanggung biaya perawatan dan pemeliharaan.”
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Ijma’: Para ulama sepakat membolehkan akad Rahn (al-Zuhaili, al-Figh al-Islami
wa Adillatuh, 1985, V: 181).
Kaidah fikih:

a8 el A6y 1 41 O i e g A5,

"Pada dasarnya, semua bentuk mu eh dilakukan kecuali ada dalil yang

mengharamkannya."

Memperhatikan

155 A (8 ALl (il

Islam sepakat (ijma’) b sar akad

|Gl g

Secara penu

yatkan berP*nRrEiF\AgniEersebut."

5315 e G Gl il B @i et (e GA DN (R ginall Dty miiall (4 25 cdnl
z 20=223)
"Mayoritas ulama (selain Ahmad, pen) berpendapat bahwa penerima gadai tidak

boleh memanfaatkan barang gadai sama sekali."”

Ketentuan al-Ma‘ayir al-Syar'iyyah No: 39 (2-3-3):
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Y Ssia Do A5 d okt Y AEGIK gy a8 Al s asaally gy sl el
BESTAE I VR FEOYPQPECL R ORI EH ECU B wi | I EO
"Tidak boleh mensyaratkan adanya jaminan dalam bentuk barang (akad al-rahn)

terhadap akad yang bersifat amanat, antara lain akad wakalah, akad wadi'ah, akad

musyarakah, akad mudharabah, da jarah di tangan musta jir.

Apabila rahn dimaksudka pembayaran (hak Pemberi

Amanah) ketika Pe ah melampa ai dan/atau menyalahi

syarat-syarat, maka iperbolehkan."

/DSN-MUI/I11/2002 ten
/DSN-MUI/I11/2008 ten
/DSN-MUI/V111/2004 t a‘'widh);

riah Nomor: 240/S-00120 3 a Rahn

Syariah
di Hotel

MEMUTUSKAN
Menetapkan FATWA TENTANG PEMBIAYAAN YANG DISERTAI
RAHN (AL-TAMWIL AL-MAUTSUQ Bl AL-RAHN)

Pertama : Ketentuan Umum

Dalam fatwa ini yang dimaksud dengan:
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Akad Rahn adalah sebagaimana dalam fatwa DSN-MUI Nomor: 25/DSN-
MUI/111/2002 tentang Rahn; fatwa DSN-MUI Nomor: 26/DSN-MUI/111/2002
tentang Rahn Emas; dan fatwa DSN-MUI Nomor: 68/DSN-MUI/I11/2008 tentang

Rahn Tasjily;

Akad Jual-beli (al-bai") adalah seb ana dalam fatwa DSN-MUI Nomor:

04/DSN-MUI/IV/2000 ten DSN-MUI Nomor: 05/DSN-

Ul Nomor: 06/DSN-
I N
a Ul

Semua bentuk pembiayaan/penyaluran dana Lembaga Keuangan Syariah (LKS)

MUI/1VV/2000 tentang

Beli Istishna’;

Akad | ) imana dalam fatwa
ayaan ljarah;
bagaimana dalam fatw

iayaan Musyarakah;

atau berkurang (kualitas dan kuantitasnya);

Kedua : Ketentuan Hukum

boleh dijamin dengan agunan (Rahn) sesuai ketentuan dalam fatwa ini.
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Ketiga : Ketentuan terkait Barang Jaminan (Marhun)
Barang jaminan(marhun) harus berupa harta (mal) berharga baik benda bergerak
maupun tidak bergerak yang boleh dan dapat diperjual-belikan, termasuk aset

keuangan berupa sukuk, efek syariah atau surat berharga syariah lainnya;

Dalam hal barang jaminan (marhu akan musya' (bagian dari kepemilikan

bersama/part of undivided o ang digadaikan harus sesuai

dengan porsi kepemili

Barang jaminan(marht boleh diasuransikan

ng dan/atau barang;
at (lazim), yang tidak
a DSN-MUI Nomor: 1

mengenakan pembebanan biaya riildalam hal jangka waktu pembayaran utang
diperpanjang.

Kelima: Ketentuan terkait Akad

Pada prinsipnya, akad rahn dibolehkan hanya atas utang-piutang (al-dain) yang
antara lain timbul karena akad gardh, jual-beli (al-bai’) yang tidak tunai, atau akad

sewa-menyewa (ijarah) yang pembayaran ujrahnya tidak tunai;
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Pada prinsipnya dalam akad amanah tidak dibolehkan adanya barang jaminan
(marhun); namun agar pemegang amanah tidak melakukan penyimpangan
perilaku (moral hazard), Lembaga Keuangan Syariah boleh meminta barang

jaminan (marhun) dari pemegang amanah (al-Amin, antara lain syarik, mudharib,

dan mustajir) atau pihak ketiga.
Barang jaminan (marhun) a dapat dieksekusi apabila
pemegang amanah harib, dan mustajir)

melakukan

dak melakukan sesua

itu  melanggar kete
h) yang disepakati pihak-pi
Keten i urtahin

n (dain/marhun bi rena akad jual-bel

A tidak tunai, urtahin han asal dari

PR REPARE

dari ujrah;
Dalam hal rahn (dain/marhun bih) terjadi karena peminjaman uang (akad gardh),
maka pendapatan  Murtahin  hanya berasal dari mu’nah (jasa
pemeliharaan/penjagaan) atas marhun yang besarnya harus ditetapkan pada saat

akad sebagaimana ujrah dalam akad ijarah;
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Dalam hal rahn dilakukan pada akad amanah, maka pendapatan/penghasilan
Murtahin (Syarik/Shahibul Mal) hanya berasal dari bagi hasil atas usaha yang
dilakukan oleh Pemegang Amanah (Syarik-Pengelola/Mudharib).

Ketujuh : Ketentuan terkait Penyelesaian Akad Rahn

Akad Rahn berakhir apabila Rahi asi utangnya atau menyelesaikan

kewajibannya dan Murtahi epada Rahin;

Dalam hal Rahin tidak utangnya atau elesaikan kewajibannya

pada ang disepakati ake Murtahin ~ wajib

mengin

Setelah an asas

hak-pihak, Murtahinbol berikut:

inan (marhun) sebagai

5/DSN-MUI/111/2002 te

hn (

melunasi a sesuai

berlaku
g Rahn
Kedelapan Jika salah satu pihak tidak menunaikan kewajibannya atau
jika terjadi perselisihan di antara para pihak, maka penyelesaiannya dilakukan
melalui lembaga penyelesaian sengketa berdasarkan syariah setelah tidak tercapai

kesepakatan melalui musyawarah.
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Kesembilan Fatwa ini berlaku sejak tanggal ditetapkan dengan
ketentuan jika di kemudian hari ternyata terdapat kekeliruan, akan diubah dan

disempurnakan sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di : Jakarta
Tanggal

02 April 2014 M
DEWAN SYARI'AH N
MAJELIS ULAMA |

Ketua

Prof. D
Sekreta
Drs. H.
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RIWAYAT HIDUP

Fitri Yani, lahir di Parepare 30 Agustus 1996 dari pasanagn

ayahanda Muh. Syadi dan ibunda Hasni yang merupakan

kan pendidikan di SMP an tamat

at dari SMP, penulis me

ultimedia dan tamat da tahun

aftar sebagai mahasiswa Inst

) di fakultas Islam progra
ah (Muamala

semester WAﬁOEp ltﬁlenyelesa

Pangkajene )”’
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